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Kata kunci : Konservatisma Akuntansi, Pajak Penghasilan 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah konservatisma akuntansi 
berpengaruh terhadap sengketa pajak penghasilan dan dapat memicu terjadinya 
sengketa pajak penghasilan. Sengketa pajak di proyeksikan berdasarkan rasio 
piutang dagang terhadap utang dagang, arus kas masuk terhadap arus kas keluar, 
dan penjualan terhadap beban. Riset ini dilakukan pada perusahaan manufaktur 
yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 dan 2009. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan metoda Ordinary Least Square 
untuk menguji apakah konservatisma berpengaruh dan dapat memicu terjadinya 
sengketa pajak penghasilan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang  bertujuan mencari bukti 
empiris tentang hubungan antara konservatisma akuntansi dengan sengketa pajak 
penghasilan. Terbukti bahwa tidak ada pengaruh antara konservatisma akuntansi 
dengan sengketa pajak penghasilan dan konservatisma akuntansi tidak dapat 
memicu terjadinya sengketa pajak penghasilan. 
 Secara keseluruhan kesimpulannya adalah konservatisma akuntansi tidak 
berpengaruh terhadap sengketa pajak penghasilan dan konservatisma akuntansi 
tidak dapat memicu terjadinya sengketa pajak penghasilan. Jadi walaupun 
sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tetap 
konservatisma akuntansi tidak berpengaruh ataupun memicu terjadinya sengketa 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Konservatisma merupakan sikap dalam  menghadapi ketidakpastian atau 
keputusan atas dasar munculan (outcome) yang terjelek dari ketidakpastian 
tersebut. Konservatisma dapat  diartikan berjaga-jaga akan kondisi terburuk yang 
akan terjadi dengan  melakukan tindakan dengan tujuan mengurangi atau 
menghilangkan  kondisi terburuk tersebut.  
Kalau akuntansi menganut konsep dasar  konservatisma dalam meyikapi 
ketidakpastian, maka penyusun standar  yang ada akan menentukan pilihan 
perlakuan atau prinsip akuntansi yang  didasarkan pada munculan (keadaan, 
harapan, kejadian, atau hasil) yang  dianggap  kurang  menguntungkan.   
Jadi,  konservatisma dalam akuntansi dapat diterapkan berupa metoda 
ataupun  estimasi di dalam laporan keuangan. Karena prinsip konservatisma lebih 
condong ke arti berjaga-jaga maka biaya atau rugi yang terjadi pasti diakui  lebih 
dahulu dibandingkan keuntungan atau pendapatan di masa yang  akan datang 
(walau kemungkinan pendapatan ataupun keuntungan ini ada di tingkat 
“probable”), hal ini akan berakibat pada menurunnya laba dan  asset perusahaan.  
Konservatisma merupakan kaidah penting dalam laporan keuangan 
Meskipun prinsip konservatisma telah diakui sebagai dasar utama dari pelaporan 
keuangan. Konservatisma adalah reaksi yang hati-hati (prudent reaction) dalam 
menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba 





bisnis sudah cukup di pertimbangkan. Konservatisma merupakan praktik 
akuntansi dengan mengurangi laba dan menurunkan nilai aktiva bersih ketika 
menghadapi bad news akan tetapi tidak meningkatkan laba dan menaikkan nilai 
aktiva bersih ketika menghadapi good news. 
 Definisi konservatisma yang lebih deskriptif adalah memilih prinsip 
akuntansi yang mengarah pada minimalisasi laba kumulatif yang di laporkan yaitu 
mengakui pendapatan lebih lambat, mengakui biaya lebih cepat, menilai asset 
dengan nilai terendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi. 
Konservatisma sebagai kecenderungan akuntan untuk menggunakan tingkat 
verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui kabar baik sebagai keuntungan 
dibanding kabar buruk sebagai kerugian. Kritik terhadap konservatisma 
menyatakan bahwa pada prinsip ini memang akan menyebabkan laba dan asset 
menjadi rendah, namun akhimya akan membuat laba dan asset menjadi tinggi 
dimasa datang, dengan kata lain laba dan asset menjadi tidak konservatif dimasa 
datang.  
Pendukung konservatisma menyatakan bahwa koservatisma menyajikan 
laba dan asset dengan prinsip menunda pengakuan keuntungan dan secepatnya 
mengakui adanya kerugian. Prinsip ini memang akan menyebabkan laba dan asset 
perioda berjalan menjadi lebih rendah. Bila terjadi kenaikkan laba dan asset di 
masa datang. Akibat penerapan prinsip ini, hal tersebut disebabkan oleh 
keuntungan yang semula ditunda pengakuannya, telah diakui oleh perusahaan 
karena dipastikan akan terealisasi. Jadi, bukan berarti peningkatan laba dan asset 




Konservatisma justru menyebabkan kualitas laba menjadi rendah. Hal ini 
disebabkan karena akuntansi konservatif akan langsung membebankan biaya 
investasi pada perioda berjalan yang menyebabkan laba menjadi rendah dan 
tercipta hidden reserve (cadangan tersembunyi). Konservatisma diskresioner 
adalah konservatisma yang dihasilkan dari penggunaan keleluasaan manajer 
dalam pelaporan, contohnya dalam mengestimasi tingkat keusangan persediaan. 
Dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, terdapat dua fihak yang berada dalam posisi yang berseberangan. 
Mereka adalah wajib pajak yang diberi beban untuk membayar pajak dan aparat 
pajak yang merupakan fihak yang berwenang dalam mengawasi pemenhuhan 
kewajiban pajak serta diberi target untuk mengumpulkan pajak untuk membiayai 
pengeluaran negara. Dalam posisi yang saling berlawanan kepentingan ini, kedua 
fihak seringkali berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Perbedaan ini biasa 
disebut sengketa pajak. 
Konservatisma membatasi perilaku oportunistik manajerial dan 
menghilangkan bias manajerial dengan persyaratan veriabilitas asimetriknya. 
Dalam kaitan antara perpajakan dan pelaporan keuangan dapat juga menyebabkan 
konservatisma dalam pelaporan keuangan. Pengakuan asimetrik dari 
penghasilan/keuntungan dan biaya/kerugian membuat manajer perusahaan 
profitabel mengurangi nilai pajaknya dan meningkatkan nilai perusahaan. 
Menunda pengakuan penghasilan dan mempercepat pengakuan biaya dapat 
menurunkan besar laba kena pajak, sehingga dapat menunda pembayaran pajak.  
Diduga konservatisma akuntansi dengan pengakuan asimetriknya tersebut 




bahwa fiskus menganggap penetapan besar pajak penghasilan menurut perusahaan 
terlalu rendah, dikarenakan konservatisma akuntansi yang menghasilkan angka-
angka laba dan aset cenderung lebih rendah serta angka-angka biaya dan utang 
cenderung tinggi. Setelah dilakukan pengecekan perhitungan oleh fiskus, hal ini 
dapat menimbulkan perusahaan menjadi kurang bayar dan selanjutnya dapat 
menjadi awal dari timbulnya sengketa pajak penghasilan. Penelitian ini akan 
menguji secara empiris hubungan antara konservatisma akuntansi dan sengketa 
pajak penghasilan. Perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan pembayaran 
pajak penghasilannya. 
Metoda-metoda untuk menghitung laba kena pajak sangat berkaitan 
dengan perhitungan laba dalam laporan keuangan. Manajer berusaha menemukan 
cara untuk mengelola baik laba yang dilaporkan di laporan keuangan dan laba 
untuk pembayaran pajak berjalannya dalam menghadapi trade-off untuk mencapai 
dua tujuan yang bersifat mutually exclusive, yaitu memaksimalkan laba 
akuntansinya dengan meminimalkan pembayaran pajaknya. Pengelolaan 
akuntansi keuangan dan pengelolaan akuntansi fiskal adalah tidak independen. 
Kedua hal tersebut secara konsisten mendominasi pertimbangan-pertimbangan.  
Undang-Undang No 36 tahun 2008 mengatur pengenaan Pajak 
Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima 
atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila 
menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau 
memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut wajib pajak.  
Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau 




penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya 
dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” 
dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang 
tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.  
Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang 
pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, 
kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi 
penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh 
karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini 
adalah sebagai berikut: 
a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak 
b. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak 
c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan 
d. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi dan 
e. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing 
dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman                                                             
modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha 
tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas. 
Penelitian kali ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu 
Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwekerto 2010 dengan judul 
konservatisma akuntansi dan sengketa pajak lenghasilan suatu investigasi empiris. 
Alasan penulis meneliti hal tersebut karena melihat semakin banyaknya 




perusahaan tersebut tidak perlu menerapkan konservatisma dalam laba operasinya 
sehingga jika dihubungkan dengan laporan perpajakan maka akan menimbulkan 
sengketa pajak yang diakibatkan oleh beda antara laba komersial dan laba fiskal. 
Oleh karena itu jika konservatisma akuntansi semakin meningkat dalam 
praktik, dapat mengakibatkan laba semakin bias ke bawah. Sehingga diduga 
tingkat konservatisma akuntansi tersebut akan memicu terjadinya sengketa pajak 
penghasilan. Berdasarkan pemikiran diatas, maka penelitian ini mengambil topik 
yaitu “PENGARUH KONSERVATISMA AKUNTANSI TERHADAP 
SENGKETA PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini akan 
dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut : 
1. Apakah konservatisma akuntansi berpengaruh terhadap sengketa pajak 
penghasilan ? 
2. Apakah tingkat konservatisma akuntansi dapat menjadi pemicu terjadinya 
sengketa pajak penghasilan ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui pengaruh konservatisma akuntansi terhadap sengketa pajak. 
2. Mengetahui apakah tingkat konservatisma akuntansi dapat menjadi 




1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat 
bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang 
berkepentingan. 
1. Manfaat akademis 
Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah perpajakan, sehingga 
dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang 
berkepentingan dapat lebih memahaminya, terutama mengenai praktik 
konservatisma. 
2. Manfaat dalam implementasi atau praktik. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para 
akademisi, praktisi, dan regulator: (1) kontribusi pada literatur akuntansi 
keuangan tentang praktik konservatisma akuntansi yang dianggap sebagai kendala 
dalam pelaporan keuangan; (2) memberikan kontribusi tentang dampak riil dari 
konservatisma akuntansi, yaitu mempunyai hubungan dengan timbulnya sengketa 
pajak penghasilan; dan (3) penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi 
regulator, khususnya dewan standar dan pemerintah, sebagai pertimbangan dalam 














2.1 Kajian Teori 
 2.1.1 Konsep Konservatisma Akuntansi 
Para peneliti telah memperkenalkan berbagai definisi dari 
konservatima akuntansi. Akuntan secara tradisional mengekspresikan 
konservatisma dengan aturan mengantisipasi tidak ada profit tetapi 
mengantisipasi seluruh kerugian. Hal ini dapat diartikan sebagai 
kecenderungan akuntan mensyaratkan derajad lebih tinggi dari verifikasi 
untuk mengakui kabar baik sebagai keuntungan daripada untuk mengakui 
kabar buruk sebagai kerugian.  
Konservatisma sebagai praktik menurunkan laba (dan menurunkan 
aset bersih) dalam merespon kabar buruk, tetapi tidak menaikkan laba (dan 
menaikkan aset bersih) dalam merespon kabar baik. Dalam literatur 
penilaian berdasarkan akuntansi, para peneliti sering merujuk pada 
karakterisasi dari akuntansi konservatif atau “bias” sebagai ekspektasi 
bahwa aset bersih dilaporkan lebih kecil dibandingkan nilai pasar dalam 
jangka panjang.  
Konservatisma (atau bias) sebagai perbedaan persisten antara nilai 
pasar dan nilai buku, dibedakan dengan perbedaan temporari seperti 
keuntungan dan kerugian ekonomi yang diakui dalam nilai buku secara 






adalah memilih antara cost atau market price yang lebih rendah untuk 
akuntansi sediaan atau segera mengakui perubahan dalam estimasi cost 
jika diperkirakan menghasilkan kerugian di masa yang akan datang pada 
kontrak jangka panjang, tetapi tidak melakukan revisi jika menghasilkan 
peningkatan laba di masa yang akan datang atau penurunan nilai fisik aset 
karena keusangan (impairments), tetapi tidak menaikkan untuk nilai aset 
lebih tinggi.  
Jadi, konservatisma menghasilkan probabilitas lebih besar dari 
pengakuan akuntansi tepat waktu untuk kabar buruk daripada kabar baik. 
Dalam dunia ketidakpastian berkaitan dengan profit mendatang, 
manajemen sebagai pengelola perusahaan (agensi) memiliki pengetahuan 
privat tentang operasi dan nilai aset perusahaan dibandingkan prinsipal 
(investor dan kreditor).  
Jika kompensasi manajerial terkait dengan laba dilaporkan, 
manajer mempunyai insentif tersembunyi dibalik setiap informasi laba 
dilaporkan. Konservatisma memainkan peran efisien ex ante dalam 
kontrakting antar pihak yang terlibat. Jika konsiderasi kontrakting 
menjelaskan asal konservatisma, maka berkaitan dengan pajak, litigasi, 
tekanan politik dan regulatori telah mempengaruhi derajad konservatisma.  
Konservatisma ini diatribusi untuk penggunaan laporan keuangan 
dalam kontrak utang dan/atau kompensasi, litigasi, proses regulatori dan 
politik, dan pajak. Dalam penjelasan kontrakting, konservatisma terjadi 
karena dapat mengurangi kos agensi berasosiasi dengan (1) asimetri 




ketidakmampuan untuk memverifikasi pihak-pihak yang lebih mengetahui 
informasi privat. 
 Dalam hal ini kos agensi disebabkan oleh informasi privat manajer 
dan fungsi kerugian asimetrik yang tidak terbatas pada kontrak utang dan 
kompensasi. Secara ringkas, konservatisma akuntansi merupakan prinsip 
kehati-hatian yang tidak mengakui keuntungan sampai dengan diperoleh 
bukti yang kredibel, sedangkan kerugian harus segera diakui pada saat 
terdapat kemungkinan akan terjadi, tidak perlu menunggu sampai terdapat 
bukti riil. 
Konservatisma akuntansi menyebabkan angka-angka yang tersaji 
dalam neraca dan laporan laba rugi adalah ditetapkan lebih rendah. Aset 
bersih ditetapkan lebih rendah dan laba kumulatif juga ditetapkan lebih 
rendah, sebaliknya utang dan biaya ditetapkan pada nilai yang tertinggi. 
Sebagai konsekuensi penting dari perlakuan asimetrik konservatima atas 
keuntungan dan kerugian adalah understatement persisten dari nilai aset 
bersih. Regulator pasar modal, penyusun standar, dan akademisi 
mengkritisi konservatisma karena understatement pada periode berjalan 
dapat mengarahkan pada overstatement laba di periode mendatang dengan 
penyebab understatement biaya mendatang.  
 
2.1.2 Akuntansi Konservatif yang bermanfaat dan  tidak bermanfaat 
Akuntansi Konservatif Bermanfaat 
Konservatisma tetap digunakan dalam praktik akuntansi dan 




menguntungkan dalam kontrak antara pihak-pihak dalam perusahaan 
maupun dengan luar perusahaan. Konservatisma dapat membatasi tindakan 
manajer untuk membesar-besarkan laba serta memanfaatkan informasi 
yang asimetri ketika menghadapi klaim atas aktiva perusahaan. 
Konservatisma dapat berperan mengurangi konflik yang terjadi antara 
manajemen dan pemegang saham akibat kebijakan deviden yang 
diterapkan oleh perusahaan. Untuk menghindari konflik, manajemen 
cenderung menggunakan akuntansi yang lebih konservatif.  
Penelitian mengenai manfaat konservatisma telah dilakukan di 
Indonesia untuk membuktikan bahwa konservatisma memiliki value 
relevance, sehingga laporan keuangan perusahaan yang menerapkan 
prinsip konservatisma dapat mencerminkan nilai pasar perusahaan. 
 
Akuntansi Konservatif Tidak Bermanfaat 
Meskipun prinsip konservatisma telah diakui sebagai dasar laporan 
keuangan di Amerika Serikat, namun beberapa peneliti masih meragukan 
manfaat konservatisma. adanya berbagai cara untuk mendefinisikan dan 
menginterprestasikan konservatisma merupakan kelemahan konservatisma 
Di samping itu, konservatisma dianggap sebagai sistem akuntansi 
yang bias. Pendapat ini dipicu oleh definisi akuntansi yang mengakui 
biaya dan kerugian lebih cepat, mengakui pendapatan dan keuntungan 
lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai terendah, dan  kewajiban dengan 




Konservatisma menghasilkan kualitas laba yang rendah, dan 
kurang relevan. Konservatisma mempengaruhi kualitas angka-angka yang 
dilaporkan di neraca maupun laba dalam laporan laba rugi. Ketika 
perusahaan meningkatkan jumlah investasi, maka akuntansi konservatif 
akan menghasilkan perhitungan laba yang lebih rendah dibandingkan 
akuntansi liberalioptimis. Akuntansi konservatif juga akan menciptakan 
cadangan yang tidak tercatat, sehingga memungkinkan manajemen lebih 
leluasa melaporkan angka laba di masa mendatang. 
 
2.1.3 Defenisi Pajak 
Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan  adalah “ iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan 
tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa 
berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum”. 
 
2.1.4 Ciri Pajak 
Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik 
pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor 
swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah 
iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri 
yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai 
dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan 
"pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 




2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) 
yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat 
membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama 
kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan 
bermotor. 
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 
maupun pembangunan. 
 
2.1.5 Fungsi Pajak 
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua 
pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas 
maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 
1) Fungsi anggaran (budgetair) 
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-
tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan 
biaya. Biaya  ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak 
digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja 
barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan 
pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni 




2) Fungsi mengatur (regulerend) 
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan 
sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring 
penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan 
berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi 
produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi 
untuk produk luar negeri. 
3) Fungsi stabilitas 
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 
sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain 
dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, 
penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 
4. Fungsi redistribusi pendapatan 
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 
membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 
pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 
akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 
 
 2.1.6  Keterkaitan laba akuntansi dan laba fiskal 
Terdapat kesamaan dalam pengukuran laba akuntansi dan laba 
fiskal, yaitu metoda akuntansi akrual. Meskipun terdapat beberapa butir 




fiskal yang berbeda dengan peraturan akuntansi keuangan, misalnya: 
pembebanan biaya depresiasi aset tetap.  
Kaitan antara pelaporan pajak dan komersial dapat menyebabkan 
konservatisma dalam pelaporan keuangan. Pengakuan asimetrik 
keuntungan dan kerugian dalam konservatisma akuntansi membuat 
manajer perusahaan profitabel mengurangi nilai kini pajaknya dan 
meningkatkan nilai perusahaan. Menunda pengakuan dari penghasilan dan 
mempercepat pengakuan dari biaya dapat menunda pembayaran pajaknya  
Dalam perencanaan pajak (tax planning), biasanya perusahaan 
menempuh strategi meminimalkan pajak (tax-minimizing) dengan laba 
dilaporkan lebih rendah. Pemilihan metoda akuntansi, pendanaan, 
pemasaran, produksi, dan fungsi bisnis lainnya, cenderung merendahkan 
laba fiskal. Walaupun akuntansi perpajakan dan akuntansi keuangan 
kadang berbeda dalam pengakuan penghasilan dan perhatian penting 
lainnya, merencanakan pajak penghasilan menghasilkan laba akuntansi 
lebih rendah. Pengelolaan akuntansi keuangan dan pengelolaan pajak 
adalah tidak independen dan tidak terdapat pertimbangan secara konsisten 
mendominasi dalam pengambilan keputusannya.  
Kebijakan pajak mempengaruhi laporan keuangan. Sebelum 
menggunakan basis akrual perubahan diwajibkan, pembayar pajak dengan 
basis kas menunjukkan sedikit tradeoff dalam perencanaan pajak dan 
pelaporan keuangannya. Setelah diwajibkan menggunakan accrual Basis, 
perusahaan yang sebelumnya menggunakan cash basis menunda laba 




antara laba akuntansi dan laba fiskal mengarahkan perusahaan merubah 
perilaku akrualnya. Dengan menunda laba, mereka menurunkan laba 
fiskalnya dan menghemat pajak.  
Usulan penyesuaian pajak oleh Internal Revenue Service (IRS) 
meningkat jumlahnya ketika jumlah laba akuntansi melebihi laba fiskal 
meningkat, dalam tradeoff antara: penghematan pajak berjalan, biaya 
pemeriksaan pajak, dan manfaat pelaporan keuangan. Implikasi  utamanya 
adalah perusahaan tidak dapat tanpa biaya memaksimalkan manfaat 
pelaporan keuangannya dan penghematan pajak secara independen, yaitu 
menurunkan laba fiskal tanpa mempengaruhi laba akuntansinya.  
 
2.1.7 Sengketa Pajak 
Dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, terdapat dua fihak yang berada dalam posisi yang 
berseberangan. Mereka adalah wajib pajak yang diberi beban untuk 
membayar pajak dan aparat pajak yang merupakan fihak yang berwenang 
dalam mengawasi pemenhuhan kewajiban pajak serta diberi target untuk 
mengumpulkan pajak untuk membiayai pengeluaran negara. 
Dalam posisi yang saling berlawanan kepentingan ini, kedua fihak 
seringkali berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Perbedaan ini biasa 
disebut sengketa pajak. Sengketa pajak ini biasanya timbul jika fihak 
aparat pajak mengeluarkan produk-produk hukum dalam rangka 
penagihan pajak yaitu Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan 




Untuk menyelesaian masalah sengketa pajak ini, Undang-undang 
KUP telah memberikan beberapa prosedur penyelesaian. Di bawah ini 
adalah prosedur-prosedur penyelesaian sengketa pajak di tingkat internal 
Direktorat Jenderal Pajak.  
1. Pembetulan 
Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang KUP, surat ketetapan pajak, 
Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan 
Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau 
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat 
dibetulkan baik atas permohonan wajib pajak maupun secara jabatan. 
2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi  
Berdasrkan Pasal 36 Ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak 
karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan 
atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan 
kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. 




Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak 
karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan 
atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. 
4. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 
Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c, Direktur Jenderal Pajak 
karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan 
atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 yang tidak benar. 
5. Pembatalan hasil pemeriksaan  
Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak 
karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil 
pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang 
dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; 
atau tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak 
6. Keberatan 
Apabila wajib pajak merasa produk hukum yang dikeluarkan oleh 
aparat pajak berupa surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN dan 
SKPKBT) tidak semestinya dan wajib pajak berpendapat lain, Wajib Pajak 
dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. 
Setiap Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang masuk dan diterima 
oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pajak, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia, dilakukan analisis dan 
pemeriksaan oleh petugas pajak yang disebut Account Representative 




oleh Wajib Pajak (WP) dan yang telah disetor ke Kas Negara. Hasil dari 
pemeriksaan tersebut dapat berupa: telah sesuai, lebih bayar, atau kurang 
bayar. Dari ketiga kemungkinan tersebut, WP akan menerima Surat 
Ketetapan Pajak (STP) yang menjelaskan bahwa WP telah sesuai, lebih 
bayar, atau kurang bayar dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.  
Jika WP telah sesuai dalam melakukan pembayaran pajaknya, 
maka kewajiban dengan pihak fiskus untuk tahun fiskal yang bersangkutan 
telah selesai, tetapi jika perusahaan lebih bayar dalam menunaikan 
kewajiban perpajakannya, sebelum pihak fiskus mengeluarkan STP yang 
berisi ketetapan jumlah restitusi pajak, maka fiskus akan melakukan 
pemeriksaan kepada WP untuk menentukan jumlah pembayaran kembali 
kepada WP, apakah sesuai, lebih besar atau lebih kecil dari yang 
tercantum dalam SPT yang dilaporkan oleh WP.  
Ketika WP menerima STP dari fiskus dan tidak setuju dengan 
jumlah restitusi yang akan dibayarkan kembali, maka hal tersebut 
menimbulkan sengketa pajak. Jika WP kurang bayar dalam kewajiban 
pajaknya, AR akan melakukan analisis di KPP terhadap SPT dan laporan 
keuangan WP yang diserahkan, untuk menentukan apakah diperlukan 
pemeriksaan lapangan atau tidak. Setelah fiskus melakukan analisis 
dan/atau pemerikasaan WP, kemudian diterbitkan STP yang berisi 
ketetapan jumlah pajak kurang bayar dan tanggal jatuh tempo WP harus 
membayar ke Kas Negara. WP yang telah menerima STP dan setuju 
dengan jumlah kurang bayar yang dicantumkan dalam STP wajib 




dengan jumlah kurang bayar tersebut maka timbul sengketa pajak. Teori 
akuntansi positif yang mendasarkan pada teori keagenan dapat digunakan 
untuk menjelaskan dorongan manajemen untuk melakukan penundaan 
pembayaran pajak penghasilan.  
 
2.1.8  Undang-undang PPh NO 36 tahun 2008 
Ada lima beleid penting dalam UU PPh yang baru ini. Kelimanya 
adalah: (1) perubahan jumlah penghasilan tidak kena pajak, (2) insentif 
bagi sumbangan wajib keagamaan, (3) insentif bagi perusahaan terbuka di 
bursa efek, (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa 
potong tarif hingga 50%, serta (5) beberapa poin penerimaan negara bukan 
pajak (PNBK) yang bisa menjadi objek pajak. 
Berikut pokok-pokok pikiran dalam UU PPh yang baru Ini: 
 1.   Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 
Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan 
tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, 
meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). 
a.   Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% 
menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 
lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena 
pajak (income bracket), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta 




b.   Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan (10%, 
15% dan 30%) menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 
2010.  
Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan 
prinsip kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi WP 
badan yang telah go public diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif 
normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh sedikitnya 
300 pemegang saham. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih 
banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good 
corporate governance dan mendorong pasar modal sebagai alternatif 
sumber pembiayaan bagi perusahaan.  
c.  Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif 
pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap 
bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif 
tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang 
pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi 
perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat 
mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM. 
2.   Bagi WP yang telah mempunyai NPWP  
Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban 
pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar 
negeri dihapus pada 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah 
pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar 




bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP 
memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 
semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP 
sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan. 
3.   Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang 
pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, 
sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% 
dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan 
setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan 
perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya 
dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang. 
4.   Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi    
WP yang tidak memiliki NPWP. 
a. Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh  21 
yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi 
dari tarif normal. 
b. Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh 
Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% 
lebih tinggi dari tarif normal. 
c. Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak 






5.   Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.  
Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada 
masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, 
dengan diperkenankannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan 
bruto. 
a. Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan  
infrastruktur sosial. 
b. Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan di Indonesia. 
c.  Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang  
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. 
6. Pengecualian dari objek PPh 
a. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan  nirlaba 
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian 
dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam 
jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak. 
b. Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak 
dikenai pajak. 
c.  Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara  
Jaminan Sosial tidak dikenai pajak. 
 
 2.1.9  Undang-undang Sengketa Pajak Penghasilan 
  Realitasnya manusia hidup bermasyarakat, dimana didalamnya ada 




berkaitan atau kadang-kadang terjadi pertentangan. Disinilah pentingnya 
kehadiran hukum termasuk didalamnya lembaga peradilan yang 
berfungsi menyelesaikan masalah/sengketa diantara pihak, setelah upaya 
penyelesaian internal (kemanusiaan, tidak berhasil dicapai kata 
sepakat/kata damai).  
Demikian halnya dengan masalah pajak, praktis merupakan 
peradilan kekayaan dari sektor pergaulan hidup manusia ke sektor 
organisasi Negara, guna mempertahankan kehidupannya. Untuk 
mengatur keharmonisan dalam mengalihkan kekayaan dari individu 
kepada masyarakat (negara), diperlukanlah peraturan mengenai 
perpajakan. Bagaimana bila terjadi sengketa antara rakyat sebagai 
individu dan alat-alat negara (sebagai pemungut/penanggung-jawab 
pajak misalnya). 
Pada mulanya, bila terjadi sengketa antara rakyat dengan alat-alat 
Negara, secara umum diselesaikan oleh Pengadilan Negeri (Umum), 
yang hasilnya kurang memuaskan, karena perselisihan itu terjadi di 
bidang tata usaha Negara.Tetapi setelah lahirnya Undang-undang No.5 
Tahun 1986, permasalahan tersebut menjadi kewenangan Peradilan 
Administrasi Negara/Peradilan Tata Usaha Negara. 
Khususnya mengenai sengketa pajak, oleh Pemerintah Hindia 
Belanda dibentuk Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan Stb.1927 No. 
29. Lembaga ini berstatus sebagai lembaga peradilan administrasi yang 




Sehingga segala sengketa pajak setelah melalui prosedur tertentu pada 
akhirnya akan diselesaikan oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). 
Begitulah seterusnya Majelis Pertimbangan Pajak sebagai satu-
satunya peradilan administrasi di bidang pajak berfungsi dan eksis di 
Negara Indonesia yang berdasar atas hukum. Kenyataan menjadi lain 
setelah diundangkan UU No.5 Tahun 1986 yang mulai berjalan pada 
akhir Tahun 1991, karena PTUN yang baru ini juga berkompetensi 
menyelesaikan sengketa dalam bidang perpajakan. Maka dengan adanya 
undang-undang ini, penyelesaian sengketa pajak masuk dalam kekuasaan 
pengadilan, yang akhirnya dapat bermuara ke Mahkamah Agung. 
Sejarah hukum ternyata berkehendak lain, dimana kedudukan dan 
Kompetensi dikembalikan pada fungsi semula yaitu setelah 
diundangkannya Undang-undang No.9 Tahun 1994 (Jo Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 1983 / Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 
Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 
menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan hanya 
kepada Badan Peradilan terhadap Keputusan mengenai keberatannya 
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Namun sebelum Badan 
Peradilan Pajak tersebut dibentuk, permohonan Banding tetap diajukan 
ke Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang putusannya bukan 






2.2 Telaah Hasil Empiris Sebelumnya 
Zarowin (1997) menyatakan bahwa rasio antara laba akuntansi sebelum 
pajak pada laba fiscal kena pajak dapat digunakan sebagai ukuran konservatisma 
akuntansi. Laba fiscal kena pajak adalah ukuran kinerja sangat konservatif, karena 
perusahaan mencoba untuk meminimalkan pembayaran pajaknya. Konservatisma 
akuntansi menyebabkan laba akuntansi bias ke bawah. 
Berdasarkan penelitian oleh Penman dan Zhang (2002) konservatisma 
dapat menurunkan kualitas dari labanya, yaitu ketika perusahaan mempraktikkan 
konservatisma kemudian menurunkan jumlah investasinya, maka perusahaan 
tersebut melakukan realisasi cadangan. Hal tersebut bukan merupakan indicator 
yang baik untuk laba mendatang karena pada periode tersebut laba meningkat, 
sedangkan pada perusahaan yang mempraktikkan konservatisma dan mengalami 
pertumbuhan dalam investasi akan menurunkan laba dilaporkan dan menciptakan 
cadangan. Dalam kaitan pajak penghasilan, hal ini diduga dapat mengarahkan 
terjadinya sengketa karena menyebabkan semakin besar perbedaan perhitungan 
pajak penghasilan menurut perusahaan dan perhitungan menurut fiskus. 
Hal ini mengakibatkan aset bersih dan laba kumulatif juga ditetapkan lebih 
rendah yang akan menyebabkan para pengguna laporan keuangan, termasuk 
investor dan kreditor, membuat inferensi tidak benar karena ketidakpastian 
tentang bias (SFAC No. 2). Oleh karena itu Financial Accounting Standard Board 
(FASB) telah secara konsisten menentang konservatisma akuntansi. FASB 
merespon pertanyaan: What is the role of conservatism? Does it conflict with 





Financial information needs to be neutral – free from bias intended to 
influence a decision or outcome. To that end, the common conceptual 
framework should not include conservatism or prudence among the 
desirable qualitative characteristics of accounting information. However, 
the framework should note the continuing need to be careful in the face of 
uncertainty.  
 
Sehingga penelitian tentang hubungan antara konservatisma akuntansi dan 
sengketa pajak penghasilan ini menarik untuk dilakukan.  
Konservatisma akuntansi dapat menurunkan kualitas dari labanya, yaitu 
ketika perusahaan mempraktikkan konservatisma kemudian menurunkan jumlah 
investasinya, maka perusahaan tersebut melakukan realisasi cadangan. Hal 
tersebut bukan merupakan indikator yang baik untuk laba mendatang, karena pada 
perioda tersebut laba meningkat. Sedangkan pada perusahaan yang 
mempraktikkan konservatisma dan mengalami pertumbuhan dalam investasi akan 
menurunkan laba dilaporkan dan menciptakan cadangan.  
Di Indonesia studi mengenai konservatisma akuntansi masih terbatas. 
[Mayangsari dan Wilopo (2002)] menyatakan bahwa hubungan kontraktual yang 
diproksi dengan struktur kepemilikan, struktur utang, dan ukuran perusahaan 
mempengaruhi konservatisma akuntansi. Selain itu penelitian-penelitian tersebut 
memberikan bukti terjadinya konservatisma akuntansi pada perusahaan-
perusahaan di Indonesia. Konservatisma akuntansi bermanfaat untuk mengatasi 
konflik kepentingan diseputar kebijakan perpajakan. 
Dalam kaitan pajak penghasilan, hal ini diduga dapat mengarahkan 
terjadinya sengketa karena menyebabkan semakin besar perbedaan perhitungan 
pajak penghasilan menurut perusahaan dan perhitungan menurut fiskus. 
Hubungan antara besarnya bias dalam sebuah manager untuk memberikan 




keuangan dipublikasikan. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika ada biaya yang 
dihubungkan dengan pengungkapan sukarela secara awal, pengungkapan seperti 
ini hanya dapat optimal jika sistem akuntansi perusahaan tidak terlalu konservatif.  
Perubahan dalam sifat-sifat time-series dari earning, arus kas dan akrual 
menunjukkan adanya hubungan antara earning akuntansi dan kinerja ekonomi 
perusahaan yang tidak stabil sepanjang waktu. Hasil serangkaian pengujian 
konsisten dengan temuan adanya trend peningkatan dalam konservatisme 
pelaporan. 
 
2.3 Penjelasan Logis 
Dari sektor variable independen 
Untuk mengukur konservatisma akuntansi dalam studi ini digunakan 
ukuran berbasis akrual yang dihitung dengan cara berikut ini.  
Total akrual (sebelum depresiasi) = (laba bersih + depresiasi) – arus kas 
operasi x -1 : aset total.  
Gambar 2.3.1 







Notes : ROA (Return On Asset) = Laba bersih : Total Asset 






















 Hubungan antara variable dependen dan independan 










Pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat Syncronouse 
artinya bahwa sengketa pajak diprediksi akan dapat di jelaskan oleh 
konservatisma akuntansi, ROA, dan SALES GROW. 
 
 
Ratio Piutang Usaha terhadap 
Utang usaha (AR/AP) 
Rasio Penerimaan Kas terhadap 
















2.4  Rumusan Hipotesis 
Untuk merumuskan  hipotesis, penelitian ini menggunakan teori akuntansi 
positif yang mendasarkan pada teori keagenan untuk menjelaskan dan 
memprediksi pemilihan prosedur akuntansi tertentu oleh manajer perusahaan 
untuk tujuan tertentu. Terdapat beberapa metoda akuntansi yang  mempengaruhi 
pajak penghasilan, misalnya: metoda penilaian sediaan LIFO, metoda depresiasi 
aset tetap dipercepat, walaupun juga terdapat beberapa metoda kuntansi yang 
berbeda. Akhirnya untuk menurunkan kos duplikasi pencatatan, manager 
perusahaan mempunyai insentif untuk menggunakan prosedur akuntansi yang 
sama baik untuk tujuan pajak maupun pelaporan keuangan. 
Kecenderungan manajer untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan 
pada tahun berjalan, dapat dilakukan dengan memilih prosedur dan metoda 
akuntansi yang menurunkan besar laba kena pajak. Prinsip konservatisma 
akuntansi adalah mempercepat pengakuan biaya dan/atau kerugian dan 
memperlambat pengakuan keuntungan dan/atau penghasilan, sehingga laba 
perusahaan lebih rendah atau bias ke bawah, dan juga mengakibatkan aset 
ditetapkan lebih rendah dan utang dietapkan lebih tinggi.  
Keadaan ini memicu perhitungan besar pajak penghasilan menurut 
perusahaan lebih rendah dibandingkan perhitungan menurut fiskus, sehingga 
diduga berhubungan dengan sengketa pajak penghasilan. Berdasarkan penjelasan 
di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:  
H1: Konservatisma akuntansi berpengaruh dengan sengketa pajak penghasilan.  
Apabila konservatisma akuntansi menyebabkan laba ditetapkan lebih 




diduga jika tingkat konservatisma akuntansi meningkat akan lebih memicu 
terjadinya sengketa pajak. Atas dasar penjelasan tersebut, dapat diajukan hipotesis 
sebagai berikut:  
H2: Tingkat konservatisma akuntansi dapat menjadi pemicu terjadinya sengketa 
pajak penghasilan. 
Berdasarkan teori yang dijelaskan diatas bahwa memang secara ringkas 
konservatisma akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian yang tidak mengakui 
keuntungan sampai dengan diperoleh bukti yang kredibel, sedangkan kerugian 
harus segera diakui pada saat terdapat kemungkinan akan terjadi, tidak perlu 
menunggu sampai terdapat bukti riil. Konservatisma akuntansi menyebabkan 
angka-angka yang tersaji dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi adalah ditetapkan 
lebih rendah. Aset bersih ditetapkan lebih rendah dan laba kumulatif juga 




















3.1  Variable dan Pengukurannya 
a. Konservatisma akuntansi 
Karena perhitungan pajak penghasilan berkaitan dengan angka-
angka yang terdapat dalam laporan laba rugi, maka untuk mengukur 
konservatisma akuntansi dalam studi ini digunakan ukuran berbasis akrual. 
Total akrual (sebelum depresiasi) = (laba bersih + depresiasi) – 
arus kas operasi x -1 : aset total.  
Akrual depresiasi dikeluarkan karena merupakan akrual positif yang 
akan membalik ketika aset tetap diperoleh dan tidak tertangkap dalam 
perbedaan antara laba dan aliran kas. Ukuran konservatisma ini dikalikan -1, 
sehingga semakin besar nilai positif rasio, adalah semakin konservatif. 
Untuk menguji hipotesis diperlukan pengukuran rasio-rasio 
keuangan yang memicu terjadinya sengketa pajak penghasilan antara 
manajemen perusahaan sebagai wajib pajak dengan pihak fiskus. Sengketa 
ini terjadi ketika perhitungan pajak penghasilan oleh wajib pajak hasilnya 
lebih kecil daripada perhitungan menurut fiskus dan wajib pajak bertahan 
dengan hasil perhitungannya tersebut.  
b. Sengketa pajak 
Dalam posisi yang saling berlawanan kepentingan ini, kedua fihak 
seringkali berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Perbedaan ini biasa 





pajak mengeluarkan produk-produk hokum dalam rangka penagihan pajak 
yaitu Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP), baik 
berupa SKPKB, SKPLB, SKPN atau SKPKBT. 
Pada sengketa pajak penyebab perbedaan ini adalah menunda 
pengakuan penghasilan dan mempercepat pembebanan biaya, sehingga 
menghasilkan perhitungan laba fiskal menurut manajemen perusahaan 
rendah. Studi ini menggunakan ukuran yang memproksikan pemicu 
terjadinya sengketa pajak penghasilan yaitu menggunakan rasio-rasio 
keuangan yang mengukur aliran akrual dan aliran kas sebagai berikut:  
1. Rasio piutang usaha pada utang usaha (AR/AP) mengukur 
pengaruh secara keseluruhan dari perbedaan pola pengakuan dalam 
aliran akrual dan aliran kas.  
2. Rasio penerimaan kas pada pengeluaran kas (CR/CD) 
mengidentifikasi manajemen kas oleh perusahaan, untuk mengukur 
apakah perusahaan mempercepat penerimaan kas dan 
memperlambat pembayaran biaya.  
3. Rasio penjualan pada biaya (SALES/EXP) untuk menentukan 
apakah wajib pajak mempunyai kebijakan pengakuan yang berbeda 
secara sistematis untuk tujuan laporan keuangan, yaitu 
memperlambat pengakuan penghasilan dan mempercepat 
pembebanan biaya.  
Untuk rasio-rasio AR/AP dan SALES/EXP semakin kecil rasio-
rasio tersebut diprediksi perusahaan semakin konservatif, sedangkan untuk 




konservatif, sehingga mempunyai kecenderungan menimbulkan sengketa 
pajak penghasilan. 
 
3.2  Sample dan Data Penelitian 
Dalam studi ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperoleh 
melalui Web BEI dengan alamat: www.idx.co.id dan melakukan penelitian 
langsung di kantor BEI makassar. Pengambilan sampel dilakukan secara 
purposive random sampling yang merupakan metoda pengambilan sampel dengan 
menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:  
1) perusahaan terdaftar di BEI selama perioda 2008-2009  
2) jenis perusahaan adalah pemanufakturan 
3) Memiliki akhir tahun fiskal 31 Desember  
4) tidak menderita rugi selama perioda penelitian.  
Alasan-alasan yang melandasi penetapan kriteria di atas adalah: (i) tahun 
2008 merupakan perioda terakhir perhitungan pajak penghasilan badan sebelum 
penerapan UU No. 36 tahun 2008 yang mulai berlaku pada tahun fiskal 2009, 
dalam hal ini terdapat perubahan tarif dalam perhitungan besar pajak penghasilan 
badan; (ii) Na’im dan Hartono (1996) mengungkapkan bahwa model akrual tidak 
cocok untuk perusahaan non-manufaktur.  
Walaupun model akrual cocok dengan data yang digunakan, tetapi 
terdapat koefisien regresi yang tidak signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini 
hanya menggunakan data perusahaan pemanufakturan; dan (iii) perusahaan yang 
mengalami kerugian semuanya pasti dilakukan pemeriksaan, jadi terlepas apakah 




sengketa perpajakan, sehingga perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan 
dari sampel.  
 
3.3 Model Empiris 
Sebelum pengujian hipotesis dilakukan uji deskriptif dan uji asumsi klasik 
: uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. 
1) Uji Multikolinieritas 
Multikoliniearitas adalah suatu hubungan liniear yang sempurna (mendekati 
sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas. Batas minimal toleransinya 
adalah r < 0,08. artinya jika hasil dari koefisien korelasinya kurang dari atau sama 
dengan 0,08 tidak terjadi gejala multikolinier. Uji multikolinearitas adalah untuk 
melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas 
dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara 
variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap 
variabel terikatnya menjadi terganggu.  
Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan 
multikolinearitas adalah dengan variance inflation factor (VIF), korelasi pearson 
antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat eigenvalues dan condition 
index (CI). 
Beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah 
sebagai berikut: 
1. Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi 
2. Menambah jumlah observasi. 
3.  Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, 




4. Dalam tingkat lanjut dapat digunakan metode regresi bayessian yang masih 
jarang sekali digunakan. 
 
2) Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 
ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan 
varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut 
homoskedastisitas. 
 
3) Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 
normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang 
terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing 
variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu 
bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak 
dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan 
pada masing-masing variabel penelitian. 
Pengamatan data yang normal akan memberikan nilai ekstrim rendah dan 
ekstrim tinggi yang sedikit dan kebanyakan mengumpul di tengah. Demikian juga 
nilai rata-rata, modus dan median relatif dekat. 
Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji 
Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Tidak ada 




dengan metode grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi di antara beberapa 
pengamat, sehingga penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas dari 
keragu-raguan, meskipun tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik 
lebih baik dari pada pengujian dengan metode grafik. 
Jika residual tidak normal tetapi dekat dengan nilai kritis (misalnya 
signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0,049) maka dapat dicoba dengan 
metode lain yang mungkin memberikan justifikasi normal. Tetapi jika jauh dari 
nilai normal, maka dapat dilakukan beberapa langkah yaitu: melakukan 
transformasi data, melakukan trimming data outliers atau menambah data 
observasi. Transformasi dapat dilakukan ke dalam bentuk Logaritma natural, akar 
kuadrat, inverse, atau bentuk yang lain tergantung dari bentuk kurva normalnya, 
apakah condong ke kiri, ke kanan, mengumpul di tengah atau menyebar ke 
samping kanan dan kiri. 
 
4. Uji Statistik T Parsial 
Uji statistik t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh 
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial 
(terpisah). Dasar pengambilan keputusan : 
a.  Jika t hitung < t tabel maka variabel independen secara individual tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
b. Jika t hitung > t tabel maka variabel independen secara individual berpengaruh 
terhadap variabel dependen.  
Uji t dapat juga dilakukan dengan hanya melihat nilai signifikansi t 




SPSS. Jika angka signifikansi t lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan 
bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel 
dependen. Uji t digunakan untuk mengetahui koefisien regresi secara parsial dari 
variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian 
adalah sebagai berikut :  





= 0 : tidak ada pengaruh positif Konservatisma Akuntansi 





≠ 0 : ada pengaruh positif Konservatisma Akuntansi 





= 0 : tidak ada pengaruh positif Konservatisma Akuntansi 
mendorong terjadinya sengketa pajak penghasilan 




≠ 0 : ada pengaruh positif Konservatisma Akuntansi 
mendorong terjadinya sengketa pajak penghasilan 
b. Menentukan besarnya α untuk mengetahui tingkat signifikansi hasil 
pengolahan   data. Nilai α ditetapkan sebesar 5 %.  
c. Menghitung nilai t  
d. Membuat kriteria pengujian hipotesis H
0 
ditolak bila :  
P.value < α (α = 0,05)  
H
0 
gagal ditolak bila :  






5. Uji Statistik f  
Uji statistik F menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel 
independen dalam model penelitian tersebut berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah semua 
variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujiannya 
sebagai berikut : 
a. Membuat formulasi uji hipotesis yaitu 1. tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara Konservatisma Akuntansi terhadap Sengketa Pajak 
Penghasilan 
2. ada pengaruh yang signifikan antara Konservatisma Akuntansi 
terhadap Sengketa Pajak Penghasilan 
b. Menentukan besarnya α untuk mengetahui tingakat signifikansi hasil 
pengolahan data. Nilai α ditetapkan sebesar 5 % atau tingkat 
signifikansi 95%  
c. Menghitung nilai f  
d.  Membuat kriteria pengujian hipotesis H
1
ditolak bila :  
P.value < α (α = 0.05)  
H
1
gagal ditolak bila :  








6. Uji Hipotesis 1 
Untuk menguji hipotesis pertama (H1) digunakan regresi Ordinary Least 
Square (OLS) dengan persamaan regresi sebagai berikut:  
SNKTi = α +  β1 CONi + β2 ROAi + β3 SALESGROWi + ε (1)  
Ket : SNKTi = Sengketa Pajak (AR/AP, CR/CD, Sales/EXP) 
   CONi = Konservatisma Akuntansi 
   ROAi = Return on asset 
   SALES GROWi  = pertumbuhan penjualan 
Hipotesis 1 memprediksi bahwa koefisien AR/AP dan koefisien SALES/EXP 
adalah negatif, sedangkan koefisien CR/CD adalah positif.  Variabel kontrol yang 
mempengaruhi konservatisma akuntansi digunakan variabel-variabel yaitu: (1) 
tingkat profitabilitas perusahaan (ROA), (2) ukuran perusahaan (SIZE), dan (3) 
pertumbuhan penjualan (SALESGROW).  
ROA berasosiasi dengan motivasi untuk mempraktikkan akuntansi lebih 
konservatif. Semakin rendah tingkat profitabilitas, maka akuntansi perusahaan 
semakin konservatif. jika perusahaan menghadapi kos politik tinggi, maka akan 
cenderung untuk menerapkan akuntansi lebih konservatif, sehingga digunakan log 
natural dari aset ke dalam model untuk mengontrol SIZE. Semakin besar ukuran 
perusahaan, menghadapi kos politik semakin besar, maka akan menerapkan 
akuntansi lebih konservatif.  
Menggunakan kontrol variabel pertumbuhan penjualan (SALES GROW) 
mempunyai tiga alasan: (1) mempengaruhi akrual, seperti: perubahan dalam 
piutang usaha dan sediaan, meningkatkan konservatisma akuntansi, (2) 




menurunkan konservatisma akuntansi, dan (3) dapat mempengaruhi ekspektasi 
pasar untuk menangkap pertumbuhan di masa mendatang.  
 
7. Uji Hipotesis 2 
Untuk menguji hipotesis kedua (H2) digunakan persamaan regresi sebagai 
berikut:  
SNKTit = α + β1 CONit -1+ β2 ROAit-1 + β3 SALESGROWit-1+ εi  
Ket : SNKTit- = Sengketa Pajak  tahun (AR/AP, CR/CD, Sales/EXP) 2009 
     CONi t-1= Konservatisma Akuntansi 2008 
   ROAi t-1= Return on asset 2008 




















Hasil Uji Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik  
Sebelum dilakukan analisis data untuk menguji hipotesis penelitian yang 
diajukan, terlebih dulu dilakukan uji deskriptif dan uji asumsi klasik untuk 
menentukan apakah sampel penelitian telah memenuhi uji asumsi klasik, karena 
regresi yang dilakukan dengan metoda Ordinary Least Square (OLS) harus 
memenuhi syarat uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 (tiga) uji, yaitu: (a) uji 
multikolinearitas, (b) heteroskedastisitas, dan (c) uji normalitas. Berikut adalah 
hasil dari uji deskriptif dan ketiga jenis uji asumsi klasik tersebut. Karena variable 
sengketa pajak di proyeksikan oleh tiga variable maka dilakukan indeks terhadap 
ketiga variable sengketa pajak sehingga diperoleh satu nilai sengketa pajak. 
 
4.1 Uji Deskriptif 
Tabel 4.1.1 
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Sengketa_pajak 92 -2,5100 6,4800 -,000435 1,4139773 
Konservatisma_akuntansi 
92 -,9360 -,0110 -,381326 ,2137566 
ROA 92 ,0007 1,1090 ,129166 ,1477795 
Sales_grow 92 -1,4100 ,7498 ,129629 ,2628181 
Valid N (listwise) 92         
 
Statistik deskriptif dari variable-variable yang digunakan dalam penelitian ini 






-,195 ,313 -,623 ,535
,122 ,718 ,018 ,170 ,865 ,935 1,070
1,380 1,050 ,144 1,315 ,192 ,914 1,094














t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Sengketa_pajaka. 
sengketa pajak dengan jumlah data (N) sebanyak 92 mempunyai nilai rata-rata -
0,000435 dengan sengketa pajak minimal yaitu -2,5100 dan maksimal yaitu 
6,4800, sedangkan untuk konservatisma akuntansi , ROA, dan Sales Grow nilai 
rata-ratanya sebesar -0,381326, 0,1291, dan 0,1296. 
 Nilai rata-rata dari proksi konservatisma akuntansi adalah bertanda negatif 
yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel 
penelitian tidak menjalankan akuntansi konservatif, nilai ROA dan Sales grow 
adalah 0,1291 dan 0,1296 yang berarti semakin rendah ROA maka akuntansi 
perusahaan semakin konservatif dan pertumbuhan penjualan positif 
mengindikasikan peningkatan dalam operasi dan akan menurunkan konservatisma 
akuntansi.   
 








Dari output koefisien diatas, kita lihat kolom VIF pada tabel 4.2 dapat kita ketahui 
bahwa nilai VIF untuk konservatisma akuntansi, ROA, dan Sales Grow masing-





1,000 ,024 -,107 -,089
. ,821 ,311 ,399
92 92 92 92
,024 1,000 -,379** -,065
,821 . ,000 ,536
92 92 92 92
-,107 -,379** 1,000 ,176
,311 ,000 . ,094
92 92 92 92
-,089 -,065 ,176 1,000
,399 ,536 ,094 .






















a_akuntans i ROA Sales_grow
Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah 
multikolinearitas. 
 
4.3 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Spearman’s rho Test yang 
ditunjukkan pada tabel 4.3 bahwa data dari sampel penelitian tidak terdapat 
heteroskedastisitas pada ketiga variable independen yang ditunjukkan oleh nilai 
segnifikansinya adalah tidak signifikan. Dari output heteroskedastisitas, dapat 
diketahui korelasi antara konservatisma akuntansi, ROA, dan Sales Grow dengan 
Unstandardized Residual menghasilkan nilai segnifikan 0,821, 0,311, dan 0,399. 
Karena nilai segnifikansi kolerasi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
















,234 92 ,000 ,767 92 ,000
,071 92 ,200* ,971 92 ,037
,212 92 ,000 ,692 92 ,000






Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
This is  a lower bound of the true significance.*. 
Lil liefors Significance Correctiona. 







Untuk melihat uji normalitas lihat pada kolom Kolmogrov-Sminov pada 
tabel 4.4 yang mana variable sengketa pajak memperoleh nilai sebesar 0,000 yang 
berarti sangat segnifikan. Namun, variable konservatisma akuntansi menunjukkan 
angka 0,200 yang berarti itu jauh dari batas segnifikan. Karena tidak segnifikan 
untuk seluruh variable, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variable diatas 
tidak berdistribusi normal.  
Dari ketiga uji asumsi klasik yang dilakukan, maka dapat dipenuhi dua 
jenis uji yaitu uji Multikolinearitas dan heteroskedstisitas, sedangkan uji 












-,195 ,313 -,623 ,535
,122 ,718 ,018 ,170 ,865
1,380 1,050 ,144 1,315 ,192















Dependent Variable: Sengketa_pajaka. 
4.5 Uji T Parsial 
Tabel 4.5.1 








 Uji T masing-masing dapat dilihat pada tabel 4.5 yaitu pada nilai t dengan 
nilai df = n-k-1 = 92-3-1 = 88 maka nilai t tabel diperoleh yaitu 1,990. Pada tabel 
4.5 nilai konservatisma akuntansi = 0,170 < 1,990 maka Ho diterima berarti 
secara parsial konservatisma akuntansi tidak berpengaruh terhadap sengketa pajak 
penghasilan, nilai ROA = 1,315 < 1,990 maka Ho diterima berarti secara parsial 
ROA tidak berpengaruh terhadap sengketa pajak, nilai Sales grow = 0,844 < 1,990 
maka Ho diterima berarti secara parsial Sales grow tidak berpengaruh terhadap 
sengketa pajak penghasilan. Jadi kesimpulannya secara parsial ketiga variable 
independen tidak beerpengaruh terhadap sengketa pajak penghasilan. 
 
4.6 Uji F Simultan 
 Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh F hitung sebesar 2,973 dengan 
menggunakan tingkat keyakinan 95% dan tingkat segnifikan 0,05, df 1 = jumlah 
variable – 1 = 4-1 = 3 dan df 2 (n-k-1) atau 92-3-1 = 88, hasil diperoleh untuk F 
taabel sebesar 2,71 (lihat tabel pada lampiran). Pada tabel 4.6 nilai F hitung > F 





-,195 ,313 -,623 ,535
,122 ,718 ,018 ,170 ,865
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Dependent Variable: Sengketa_pajaka. 
Sales Grow secara bersama-sama berpengaruh terhadap sengketa pajak 
penghasilan. 
Tabel 4.6.1 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5,842 3 1,947 2,973 ,409(a) 
  Residual 176,158 88 2,002     
  Total 182,000 91       
a  Predictors: (Constant), Sales_grow, Konservatisma_akuntansi, ROA 
b  Dependent Variable: Sengketa_pajak 
 
4.7 Uji Hipotesis 1 
Tabel 4.7.1 









Berdasarkan uji hipotesis 1 dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Variable konservatisma akuntansi memiliki nilai t sebesar 0,170, koefisien 
beta sebesar 0,122, dan tingkat segnifikan sebesar 0,865. 
2. Variable ROA memiliki nilai t sebesar 1,315, koefisien beta sebesar 1,380, 





,061 ,536 ,114 ,909
1,324 1,218 ,175 1,087 ,283
3,503 2,151 ,263 1,628 ,111















Dependent Variable: Sengketa_pajaka. 
3. Variable Sales grow memiliki nilai t sebesar 0,854, koefisien beta sebesar 
0,489, dan tingkat segnifikan sebesar 0,396. 
Menggunakan Ordinary Least Square (OLS), berdasarkan hasil pengujian 
hipotesis 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa konservatisma akuntansi tidak 
berpengaruh terhadap sengketa pajak penghasilan yang ditunjukkan dengan nilai 
segnifikan untuk semua variable adalah tidak segnifikan karena melebihi batas 
segnifikan 0,05. Dengan demikian hipotesis 1 ditolak. 
 
4.8 Uji Hipotesis 2 
Hasil uji hipotesis 2 dilaporkan di tabel 4.8, digunakan variable 
independen sengketa pajak pada lag 2 (pada t sekarang) karena diduga tingkat 
konservatisma akuntansi perioda sebelumnya (t=-1) dapat memicu terjadinya 
sengketa pajak penghasilan pada periode sekarang (t=1), dengan menggunakan 
variable kontrol sama dengan pengujian hipotesis 1 yaitu ROA dan Sales grow. 
 
Tabel 4.8.1 











Berdasarkan uji hipotesis 2 dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Variable konservatisma akuntansi memiliki nilai t sebesar 1,087, koefisien 
beta sebesar 1,324, dan tingkat segnifikan sebesar 0,283. 
2. Variable ROA memiliki nilai t sebesar 1,628, koefisien beta sebesar 
13,503, dan tingkat segnifikan sebesar 0,111. 
3. Variable Sales grow memiliki nilai t sebesar 0,503, koefisien beta sebesar 
0,574, dan tingkat segnifikan sebesar 0,617. 
Hipotesis 2 memprediksikan bahwa konservatisma akuntansi dapat 
memicu terjadinya sengketa pajak penghasilan. Berdasarkan nilai tabel diatas 
ternyata ditemukan bahwa konservatisma akuntansi tidak dapat memicu terjadinya 
sengketa pajak pada tahun kedepannya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
segnifikan untuk semua variable independennya adalah tidak segnifika karena 
melebihi tingkat segnifikan 0,05. Jadi berdasarkan pengujian hipotesis 2 yang 
dilakukan terbukti bahwa hipotesis 2 tidak terdukung oleh data penelitian. Hal ini 
berarti dengan berlakunya Undang-undang perpajakan baru yaitu UU No. 36 
Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 januari 2009 tetap konservatisma akuntansi 
tidak dapat memicu sengketa pajak penghasilan pada tahun berikutnya. Dengan 
demikian hipotesis 2 ditolak. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susi Dwimulyani 
tahun 2010 yang menguji pengaruh konservatisma akuntansi terhadap sengketa 
pajak penghasilan dan memang terbukti bahwa konservatisma akuntansi 
berpengaruh terhadap sengketa pajak dan dapat memicu terjadinya sengketa pajak 
penghasilan. Beda halnya dengan penelitian kali ini yang menguji secara empiris 




hasilnya adalah tidak terbukti bahwa konservatisma akuntansi berpengaruh 
terhadap sengketa pajak penghasilan yang ditunjukkan dengan tidak terbuktinya 
hipotesis 1 dan konservatisma akuntansi tidak dapat memicu terjadinya sengketa 
pajak penghasilan yang ditunjukkan dengan tidak terbuktinya hipotesis 2 oleh data 
penelitian. Jadi walaupun sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang No. 
36 Tahun 2008 tetap konservatisma akuntansi tidak berpengaruh ataupun memicu 


















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang  bertujuan mencari bukti 
empiris tentang hubungan antara konservatisma akuntansi dengan sengketa pajak 
penghasilan. Terbukti bahwa tidak ada pengaruh antara konservatisma akuntansi 
dengan sengketa pajak penghasilan dan konservatisma akuntansi tidak dapat 
memicu terjadinya sengketa pajak penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 
uji hipotesis 1 yang menunjukkan bahwa nilai segnifikan untuk seluruh variable 
adalah sangat tidak segnifikan karena jauh diatas batas segnifikan 0,05 sehingga 
disimpulkan bahwa konservatisma akuntansi tidak berpengaruh terhadap sengketa 
pajak penghasilan, sedangkan hipotesis 2 menunjukkan bahwa konservatisma 
akuntansi tidak dapat memicu terjadinya sengketa pajak penghasilan. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai segnifikan untuk seluruh variable adalah sangat tidak 
segnifikan juga. Sama halnya dengan pengujian hipotesis 1 karena nilai 
segnifikannya jauh diatas batas nilai segnifikan yang ditetapkan yaitu 0,05. 
Hal ini diduga karena perusahaan sebagai wajib pajak tetap melaksanakan 
kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga tidak menimbulkan sengketa 
pajak penghasilan. Walaupun hal tersebut diukur dengan menggunakan indikator 
sengketa pajak yaitu AR/AP, CR/CD, dan Sales/EXP tetap tidak terbukti ada 
praktik konservatisma didalamnya. Karena dari hasil pengujian baik itu hipotesis 





secara keseluruhan kesimpulannya adalah konservatisma akuntansi tidak 
berpengaruh terhadap sengketa pajak penghasilan dan konservatisma akuntansi 
tidak dapat memicu terjadinya sengketa pajak penghasilan. Jadi walaupun 
sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tetap 
konservatisma akuntansi tidak berpengaruh ataupun memicu terjadinya sengketa 
pajak penghasilan.  
 
5.2   Saran dan Keterbatasan Penelitian 
 Saran 
1. Sebaiknya perusahaan menerapkan akuntansi secara positif dan 
lebih transparan baik itu dalam penyajian laporan keuangan 
maupun laporan perpajakannya, sehingga dalam perjalanannya 
tidak akan menimbulkan sengketa pajak dan akan jauh dari praktik 
konservatisma akuntansi. 
2. Memberikan bukti empiris bahwa terdapat hubungan antara 
konservatisma akuntansi terhadap sengketa pajak penghasilan, 
sehingga dapat member masukan kepada dewan standard an 
pemerintah dalam menetapkan regulasi berkaitan dengan 
peenyajian laporan keuangan untuk penentuan besar pajak 
penghasilan agar para perusahaan dapat dengan bijak dan 
transparan dalam melaporkan laporan perpajakannya. 
3. Riset yang akan dating dapat menguji apakah perusahaan yang 




lebih konservatif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 
menghadapi sengketa pajak. 
 
Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan lama perioda penelitian 
yang hanya meliputi 2 tahun saja (2008-2009) dan sampel perusahaan 
hanya pada perusahaan pemanufakturan saja, sehingga belum memberikan 
hasil maksimal yang terbukti dari tingkat segnifikan masing-masing 
variabel independen, yaitu masih terdapat variabel independen yang 
hasilnya tidak signifikan. Sehingga penelitian mendatang dapat menambah 
jumlah sampel dan memperpanjang perioda penelitiannya. Sehingga 
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DAFTAR NAMA PERUSAHAAN 
NO Tahun Nama Perusahaan 
1 2008/2009 Holcim Indonesia Tbk 
2 2008/2009 Semen Gresik (Persero) Tbk 
3 2008/2009 Beton Jaya Manunggal Tbk 
4 2008/2009 PT. Nikel 
5 2008/2009 Barito Pasifik Tbk 
6 2008/2009 Goodyear Tbk 
7 2008/2009 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 
8 2008/2009 Astra International Tbk 
9 2008/2009 Gajah Tunggal Tbk 
10 2008/2009 Multistrada Arah Sarana Tbk 
11 2008/2009 Hanson International Tbk 
12 2008/2009 Pan Brothers Tex Tbk 
13 2008/2009 Sat Nusapersada Tbk 
14 2008/2009 Kertas Basuku Rahmat Tbk 
15 2008/2009 Polycem Indonesia Tbk 
16 2008/2009 Unitex Tbk 
17 2008/2009 Astra Otoparts Tbk 
18 2008/2009 Apac Citra Centertex Tbk 
19 2008/2009 Mayora Indah Tbk 
20 2008/2009 Ultra Jaya Milk Tbk 
21 2008/2009 HM Sampoerna Tbk 
22 2008/2009 Indofarma Tbk 
23 2008/2009 Kalbe Farma Tbk 
24 2008/2009 Kimia Farma Tbk 
25 2008/2009 Merck Tbk 
26 2008/2009 Pyridam Farma Tbk 
27 2008/2009 Mustika Ratu Tbk 
28 2008/2009 Unilever Indonesia Tbk 
29 2008/2009 Ades Tbk 
30 2008/2009 Aqua Grand Misisippi Tbk 
31 2008/2009 Astra Agro Lestari Tbk 
32 2008/2009 PT. Surya Semesta Internusa Tbk 




34 2008/2009 PT. Aneka Tambang Tbk 
35 2008/2009 Bentoel International Investama Tbk 
36 2008/2009 Darya-Varia Laboratoria Tbk 
37 2008/2009 Siantar Top Tbk 
38 2008/2009 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk 
39 2008/2009 PT.Indo Tambang Raya Megah Tbk 
40 2008/2009 Tembaga mulia semenan Tbk 
41 2008/2009 Charom Pokphand Indonesia Tbk 
42 2008/2009 Indomobil Sukses International Tbk 
43 2008/2009 Sunson Textile 
44 2008/2009 Sepatu Bata Tbk 
45 2008/2009 Jembo Cable Company Tbk 
46 2008/2009 KMI wire and Cable Tbk 
47 2008/2009 Indofood Sukses Makmur Tbk 
48 2008/2009 Nippon Indosari Coorporindo Tbk 
49 2008/2009 Gudang Garam Tbk 
50 2008/2009 Bisi International Tbk 
51 2008/2009 Bakrie Sumatera Plantation Tbk 
52 2008/2009 BW Plantation Tbk 
53 2008/2009 Sampoerna Agro Tbk 
54 2008/2009 Inti Agri Resources Tbk 
55 2008/2009 Adaro Energy Tbk 
56 2008/2009 Bumi Resources Tbk 
57 2008/2009 Bayan Resources Tbk 
58 2008/2009 Delta Dunia Makmur Tbk 
59 2008/2009 Harum Energy Tbk 
60 2008/2009 Perdana Karya Perkasa Tbk 
61 2008/2009 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 
62 2008/2009 Energi Mega Persada Tbk 
63 2008/2009 Medco Energy Internasional Tbk 
64 2008/2009 Ratu Prabu Energy Tbk 
65 2008/2009 Citatah Industri Marmer Tbk 
66 2008/2009 Eksploitasi Energi indonesia Tbk 
67 2008/2009 Asahimas Flat Glas Tbk 
68 2008/2009 Keramik Indonesia Asosiasi Tbk 
69 2008/2009 Gunawan Dianjaya Steel Tbk 
70 2008/2009 Krakatau Steel (Persero) Tbk 
71 2008/2009 Jaya Pari Steel Tbk 
72 2008/2009 Eterindo Waha Natama Tbk 
73 2008/2009 Tri Polyta Indonesia Tbk 




75 2008/2009 Argha Karya Prima Indonesia Tbk 
76 2008/2009 Asia Plast Industries Tbk 
77 2008/2009 Trias Sentosa Tbk 
78 2008/2009 Titan Kimia Nusantara 
79 2008/2009 Yana Prima Hastapersada 
80 2008/2009 Sierad Produce Tbk 
81 2008/2009 Sumalindo Lestari Jaya Tbk 
82 2008/2009 Tirta Mahakam Resources Tbk 
83 2008/2009 Fajar Surya Wisesa Tbk 
84 2008/2009 Indah Kiat Pulp & Paper 
85 2008/2009 Multi Prima Sejahtera 
86 2008/2009 Selamat Sempurna Tbk 
87 2008/2009 Prima Alloy Steel Tbk 
88 2008/2009 Indorama Syntetic Tbk 
89 2008/2009 Ricky Putra Globalindo Tbk 
90 2008/2009 Akasha Wira International Tbk 
91 2008/2009 Davomas Abadi Tbk 
92 2008/2009 Multi Bintang Indonesia 
93 2008/2009 Tiga Pilar Sejahtera Food 
94 2008/2009 Tempo Scan Pasifik 
95 2008/2009 Kedaung Setia Industrial 
96 2008/2009 Langgeng Makmur Industi 
97 2008/2009 PT. Sepatu Bata 
98 2008/2009 PT. Bumi Resources Tbk 
99 2008/2009 PT. Jaya Resources Tbk 
100 2008/2009 PT. Guna Resources 
101 2008/2009 Bakrie & brother Tbk 
102 2008/2009 Energy  Mega Persada Tbk 
103 2008/2009 Bakrie Telecom Tbk 
104 2008/2009 Darma Hanwa Tbk 
105 2008/2009 Alam Sutera Reality Tbk 
106 2008/2009 Benakat Petroleum energy Tbk 
107 2008/2009 Elnusa Tbk 
108 2008/2009 Lippo Karawaci Tbk 
109 2008/2009 Truba Alam Manunggal Engineering Tbk 
110 2008/2009 Global Mediacon Tbk 
111 2008/2009 Multi Polar Tbk 
112 2008/2009 Delta Dunia Makmur Tbk 
113 2008/2009 Cowell Development Tbk 
114 2008/2009 Media Nusantara Citra Tbk 




116 2008/2009 AKR Coorporindo Tbk 
117 2008/2009 Gozco Plantation Tbk 
118 2008/2009 Sumalindo Lestari Jaya Tbk 
119 2008/2009 Sumarecon Agung Tbk 
120 2008/2009 International Nickel Indonesia Tbk 
121 2008/2009 Duta Graha Indah Tbk 
122 2008/2009 Trada Maritime Tbk 
123 2008/2009 Asia Natural Resources Tbk 
124 2008/2009 Indika Energy Tbk 
125 2008/2009 ATPK Resources Tbk 
126 2008/2009 Bayu Buana Tbk 
127 2008/2009 Fortune Mete Indonesia Tbk 
128 2008/2009 Gema Grahasarana Tbk 
129 2008/2009 Mulia Industrindo Tbk 
130 2008/2009 Matahari Putra Prima Tbk 
131 2008/2009 Metrodata Elektroncis Tbk 
132 2008/2009 Myoh Technologi Tbk 
133 2008/2009 Ancora Indonesia Resources Tbk 
134 2008/2009 Panca Global Securities 
135 2008/2009 Pool Advista Indonesia Tbk 
136 2008/2009 Pelita Sejahtera Abadi Tbk 
137 2008/2009 Prasidha Aneka Niaga Tbk 
138 2008/2009 Roda Vivatex Tbk 
139 2008/2009 Rig Teenders Tbk 
140 2008/2009 Rimo Catur Lestari Tbk 
141 2008/2009 Katarina Utama Tbk 
142 2008/2009 Radiant Utama Interisco 
143 2008/2009 Steady Safe Tbk 
144 2008/2009 Sucaco Tb k 
145 2008/2009 Surya Citra Media Tbk 
146 2008/2009 Siwani Makmur Tbk 
147 2008/2009 Sekar Laut Tbk 
148 2008/2009 SMART Tbk 
149 2008/2009 Suparma Tbk 
150 2008/2009 Samudera Indonesia Tbk 
151 2008/2009 Sinar Mas Muliartha Tbk 
152 2008/2009 Sona Topas Tourism Industry Tbk 
153 2008/2009 Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 
154 2008/2009 Alibond Makmur Usaha Tbk 
155 2008/2009 Sugi Samapesada Tbk 




157 2008/2009 Mandom Indonesia Tbk 
158 2008/2009 Teijin Indonesia Fiber Tbk 
159 2008/2009 Tigaraksa Satria Tbk 
160 2008/2009 Tira Austinete Tbk 
161 2008/2009 Toko Gunung Agung Tbk 
162 2008/2009 Tempo Inti Media Tbk 
163 2008/2009 AGIS Tbk 
164 2008/2009 Surya Toto Indonsia Tbk 
165 2008/2009 Sarana Menara Nusantara Tbk 
166 2008/2009 Tunas Ridean Tbk 
167 2008/2009 Lion Metal Works Tbk 
168 2008/2009 Budi Acid Jaya Tbk 
169 2008/2009 Berlina Tbk 
170 2008/2009 DYNAPLAST Tbk 
171 2008/2009 Toba Pulp Lestari Tbk 
172 2008/2009 Eratex djaja Tbk 
173 2008/2009 Panasia Indosyntetic Tbk 
174 2008/2009 INCO Tbk 
175 2008/2009 Cita Mineral Investindo Tbk 
176 2008/2009 Mitra Investindo Tbk 
177 2008/2009 Arwana Citra mulia Tbk 
178 2008/2009 Ever Shine Textile Industry Tbk 
179 2008/2009 Duta Pertiwi Tbk 
180  2008/2009 Leyand International Tbk 
181 2008/2009 Berlian Laju Tangker Tbk 
*warna orange = perusahaan yang mengalami rugi selama periode penelitian 





















Daftar Nilai Variable Y dan X Pada Perusahaan yang diteliti 
Tahun 2008 












1 2008 Holcim Indonesia Tbk -0,4 -0,578 0,0344 0,2792 
2 2008 Semen Gresik (Persero) 
Tbk 
-0,25 -0,759 0,2385 0,2717 
3 2008 Beton Jaya Manunggal Tbk 0,28 -0,605 0,2953 0,0112 
4 2008 PT.Nikel -0,3 -0,203 0,0917 0,1000 
5 2008 Goodyear Tbk -1,07 -0,12 0,0007 0,1429 
6 2008 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 
Tbk 
0,5 -0,053 0,0228 0,1550 
7 2008 Astra International Tbk -1,2 -0,522 0,1138 0,3830 
8 2008 Multistrada Arah Sarana 
Tbk 
 -1,6 -0,146 0,0013 0,4845 
9 2008 Astra Otoparts Tbk -0,45 -0,323 0,1422 0,2756 
10 2008 Mayora Indah Tbk -0,34 -0,342 0,0671 0,3815 
11 2008 Ultra Jaya Milk Tbk -0,66 -0,439 0,1767 0,2092 
12 2008 HM Sampoerna Tbk -0,52 -0,384 0,2414 0,1142 
13 2008 Indofarma Tbk -0,85 -0,123 0,0052 0,1613 
14 2008 Kalbe Farma Tbk -0,04 -0,298 0,1239 0,1254 
15 2008 Kimia Farma Tbk -0,51 -0,222 0,0572 0,1433 
16 2008 Merck Tbk 2,13 -0,369 0,2629 0,1642 
17 2008 Pyridam Farma Tbk 1,47 -0,266 0,0234 0,3801 
18 2008 Mustika Ratu Tbk 0,52 -0,146 0,0628 0,2208 
19 2008 Unilever Indonesia Tbk -2,51 -0,462 0,3701 0,2417 
20 2008 Aqua Grand Misisippi Tbk 4,95 -0,574 0,0821 0,1724 
21 2008 Astra Agro Lestari Tbk -0,74 -0,551 0,4035 0,3691 




23 2008 PT. Aneka Tambang Tbk 0,59 -0,364 0,1335 -0,2519 
24 2008 Bentoel International 
Investama Tbk 
-0,87 -0,517 0,0537 0,2954 
25 2008 Darya-Varia Laboratoria 
Tbk 
1,18 -0,26 0,1111 0,1672 
26 2008 Siantar Top Tbk -1,6 -0,373 0,0077 0,0400 
27 2008 JAPFA Comfeed Indonesia 
Tbk 
-0,7 -0,289 0,0808 0,0746 
28 2008 PT.Indo Tambang Raya 
Megah Tbk 
0,05 -0,443 0,2399 0,7063 
29 2008 BW Plantation Tbk -0,92 -0,175 0,1179 0,1375 
30 2008 Sampoerna Agro Tbk -0,66 -0,303 0,2038 0,4391 
31 2008 Tambang Batubara Bukit 
Asam Tbk 
4,74 -0,444 0,2797 0,7498 
32 2008 Citatah Industri Marmer 
Tbk 
-0,26 -0,749 0,0172 0,6245 
33 2008 Keramik Indonesia Asosiasi 
Tbk 
-0,04 -0,383 0,0260 0,3175 
34 2008 Jaya Pari Steel Tbk 0,32 -0,26 0,1231 0,6929 
35 2008 Argha Karya Prima 
Indonesia Tbk 
-0,18 -0,764 0,0414 0,0365 
36 2008 Sierad Produce Tbk 0,01 -0,267 0,0197 0,4283 
37 2008 Fajar Surya Wisesa Tbk 0,45 -0,053 0,0098 0,1397 
38 2008 Multi Prima Sejahtera -1,67 -0,052 0,0260 0,2053 
39 2008 Selamat Sempurna Tbk 0,02 -0,676 0,0984 0,2721 
40 2008 Indorama Syntetic Tbk -0,68 -0,675 0,0122 0,0952 
41 2008 Multi Bintang Indonesia 0,00 -0,666 0,2360 0,3546 
42 2008 Tempo Scan Pasifik -0,69 -0,21 0,1081 0,1631 
43 2008 Langgeng Makmur Industi -0,31 -0,353 0,0046 0,0759 
44 2008 PT. Sepatu Bata -0,85 -0,611 0,3920 0,1514 
45 2008 PT. Bumi Resources Tbk -0,32 -0,262 0,0710 0,0217 











Daftar Nilai Variable Y dan X Pada Perusahaan 
yang diteliti Tahun 2009 












1 2009 Holcim Indonesia Tbk -0,47 -0,788 0,1233 0,1128 
2 2009 Semen Gresik (Persero) Tbk -0,46 -0,706 0,2568 0,1783 
3 2009 Beton Jaya Manunggal Tbk 3,53 -0,476 0,1345 -0,2950 
4 2009 PT.Nikel 1,87 -0,225 0,0690 0,1229 
5 2009 Goodyear Tbk -0,57 -0,012 0,1074 0,0388 
6 2009 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 0,78 -0,123 0,0134 -0,1573 
7 2009 Astra International Tbk 0,22 -0,268 0,1129 0,0150 
8 2009 Multistrada Arah Sarana Tbk -0,77 -0,219 0,0692 0,2683 
9 2009 Astra Otoparts Tbk -0,42 -0,341 0,1654 -0,0090 
10 2009 Mayora Indah Tbk -0,21 -0,396 0,1146 0,2225 
11 2009 Ultra Jaya Milk Tbk -0,67 -0,033 0,0353 0,1844 
12 2009 HM Sampoerna Tbk -0,93 -0,405 0,2872 0,1236 
13 2009 Indofarma Tbk -0,18 -0,231 0,0029 -0,3142 
14 2009 Kalbe Farma Tbk -0,75 -0,32 0,1433 0,1536 
15 2009 Kimia Farma Tbk 2,82 -0,229 0,0432 0,0552 
16 2009 Merck Tbk -1,08 -0,438 0,3380 0,1793 
17 2009 Pyridam Farma Tbk 2,35 -0,321 0,0376 0,1038 
18 2009 Mustika Ratu Tbk -0,69 -0,247 0,0575 0,1227 
19 2009 Unilever Indonesia Tbk 2,38 -0,507 0,4067 0,1713 
20 2009 Aqua Grand Misisippi Tbk -0,61 -0,548 0,0836 0,1943 
21 2009 Astra Agro Lestari Tbk -0,3 -0,374 0,2193 -0,0909 
22 2009 PT. Timah Persero 0,72 -0,428 0,0646 -0,1742 
23 2009 PT. Aneka Tambang Tbk -0,56 -0,353 0,0608 -0,0914 
24 2009 Bentoel International Investama Tbk 0,69 -0,417 0,0058 0,0237 
25 2009 Darya-Varia Laboratoria Tbk -0,45 -0,23 0,0922 0,5048 




27 2009 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk -0,11 -0,377 0,1342 0,1305 
28 2009 PT.Indo Tambang Raya Megah Tbk -0,07 -0,482 0,2800 0,1453 
29 2009 BW Plantation Tbk -0,94 -0,151 0,1032 0,1370 
30 2009 Sampoerna Agro Tbk 6,48 -0,28 0,1246 -0,2603 
31 2009 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk -0,06 -0,468 0,3376 0,2399 
32 2009 Citatah Industri Marmer Tbk -0,13 -0,936 0,0881 -0,0754 
33 2009 Keramik Indonesia Asosiasi Tbk -0,7 -0,363 0,0207 -0,1545 
34 2009 Jaya Pari Steel Tbk -0,32 -0,152 0,0054 -1,4100 
35 2009 Argha Karya Prima Indonesia Tbk 0,06 -0,811 0,0596 -0,1475 
36 2009 Sierad Produce Tbk 2,1 -0,292 0,0227 0,3906 
37 2009 Fajar Surya Wisesa Tbk -0,64 -0,154 0,0754 -0,1074 
38 2009 Multi Prima Sejahtera -0,96 -0,011 0,0740 -0,0198 
39 2009 Selamat Sempurna Tbk -2,42 -0,791 0,1411 0,0155 
40 2009 Indorama Syntetic Tbk -0,37 -0,803 0,0209 -0,1303 
41 2009 Multi Bintang Indonesia -0,59 -0,767 0,3400 0,2192 
42 2009 Tempo Scan Pasifik 0,59 -0,246 0,1103 0,2378 
43 2009 Langgeng Makmur Industi -0,87 -0,41 1,1090 0,1684 
44 2009 PT. Sepatu Bata -0,7 -0,033 0,1271 0,1087 
45 2009 PT. Bumi Resources Tbk -0,46 -0,176 0,0257 -0,0494 











-,195 ,313 -,623 ,535
,122 ,718 ,018 ,170 ,865 ,935 1,070
1,380 1,050 ,144 1,315 ,192 ,914 1,094














t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Sengketa_pajaka. 
Uji Deskriptif 
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Sengketa_pajak 92 -2,5100 6,4800 -,000435 1,4139773 
Konservatisma_akuntansi 
92 -,9360 -,0110 -,381326 ,2137566 
ROA 92 ,0007 1,1090 ,129166 ,1477795 
Sales_grow 92 -1,4100 ,7498 ,129629 ,2628181 
Valid N (listwise) 92         
 
Uji Multokolinearitas 













a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Sengketa_pajak 
 
 Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,179(a) ,032 -,001 1,4148490 







Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5,842 3 1,947 2,973 ,409(a) 
  Residual 176,158 88 2,002     
  Total 182,000 91       
a  Predictors: (Constant), Sales_grow, Konservatisma_akuntansi, ROA 


















2,775 1,000 ,02 ,02 ,05 ,04
,700 1,991 ,02 ,02 ,02 ,95
,400 2,635 ,08 ,07 ,93 ,00












a_akuntans i ROA Sales_grow
Variance Proportions
Dependent Variable: Sengketa_pajaka. 
Correlations
1,000 ,024 -,107 -,089
. ,821 ,311 ,399
92 92 92 92
,024 1,000 -,379** -,065
,821 . ,000 ,536
92 92 92 92
-,107 -,379** 1,000 ,176
,311 ,000 . ,094
92 92 92 92
-,089 -,065 ,176 1,000
,399 ,536 ,094 .






















a_akuntans i ROA Sales_grow
Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
Case Processing Summary
92 100,0% 0 ,0% 92 100,0%
92 100,0% 0 ,0% 92 100,0%
92 100,0% 0 ,0% 92 100,0%




























































































,234 92 ,000 ,767 92 ,000
,071 92 ,200* ,971 92 ,037
,212 92 ,000 ,692 92 ,000






Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
This is  a lower bound of the true significance.*. 




Uji Hipotesis 1 













a  All requested variables entered. 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,179(a) ,032 -,001 1,4148490 







Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5,842 3 1,947 2,973 ,409(a) 
  Residual 176,158 88 2,002     
  Total 182,000 91       
a  Predictors: (Constant), Sales_grow, Konservatisma_akuntansi, ROA 








-,195 ,313 -,623 ,535
,122 ,718 ,018 ,170 ,865
1,380 1,050 ,144 1,315 ,192




















,061 ,536 ,114 ,909
1,324 1,218 ,175 1,087 ,283
3,503 2,151 ,263 1,628 ,111















Dependent Variable: Sengketa_pajaka. 
Uji Hipotesis 2 













a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Sengketa_pajak 
 
 Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,269(a) ,072 ,006 1,4885869 


































Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), Sales_grow, Konservatisma_akuntans i, ROAa. 





Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05 
df untuk penyebut (N2) df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
46 4.05 3.20 2.81 2.57 2.42 2.30 2.22 2.15 2.09 2.04 2.00 1.97 1.94 1.91 1.89 
47 4.05 3.20 2.80 2.57 2.41 2.30 2.21 2.14 2.09 2.04 2.00 1.96 1.93 1.91 1.88 
48 4.04 3.19 2.80 2.57 2.41 2.29 2.21 2.14 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 
49 4.04 3.19 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.99 1.95 1.92 1.89 1.87 
51 4.03 3.18 2.79 2.55 2.40 2.28 2.20 2.13 2.07 2.02 1.98 1.95 1.92 1.89 1.87 
52 4.03 3.18 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.07 2.02 1.98 1.94 1.91 1.89 1.86 
53 4.02 3.17 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86 
54 4.02 3.17 2.78 2.54 2.39 2.27 2.18 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86 
55 4.02 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.88 1.85 
56 4.01 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85 
57 4.01 3.16 2.77 2.53 2.38 2.26 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85 
58 4.01 3.16 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.05 2.00 1.96 1.92 1.89 1.87 1.84 
59 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.04 2.00 1.96 1.92 1.89 1.86 1.84 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 1.89 1.86 1.84 
61 4.00 3.15 2.76 2.52 2.37 2.25 2.16 2.09 2.04 1.99 1.95 1.91 1.88 1.86 1.83 
62 4.00 3.15 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.99 1.95 1.91 1.88 1.85 1.83 
63 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 
64 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.24 2.16 2.09 2.03 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 
65 3.99 3.14 2.75 2.51 2.36 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.85 1.82 
66 3.99 3.14 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.84 1.82 
67 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.98 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 
68 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.97 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 
69 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.15 2.08 2.02 1.97 1.93 1.90 1.86 1.84 1.81 
70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97 1.93 1.89 1.86 1.84 1.81 
71 3.98 3.13 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.97 1.93 1.89 1.86 1.83 1.81 
72 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.86 1.83 1.81 
73 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.86 1.83 1.81 
74 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.22 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.85 1.83 1.80 
75 3.97 3.12 2.73 2.49 2.34 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 1.92 1.88 1.85 1.83 1.80 
76 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 1.92 1.88 1.85 1.82 1.80 
77 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.96 1.92 1.88 1.85 1.82 1.80 
78 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.85 1.82 1.80 
79 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.85 1.82 1.79 
80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.84 1.82 1.79 
81 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 2.21 2.12 2.05 2.00 1.95 1.91 1.87 1.84 1.82 1.79 
82 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 2.21 2.12 2.05 2.00 1.95 1.91 1.87 1.84 1.81 1.79 
83 3.96 3.11 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.95 1.91 1.87 1.84 1.81 1.79 
84 3.95 3.11 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.95 1.90 1.87 1.84 1.81 1.79 
85 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.84 1.81 1.79 
86 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.84 1.81 1.78 
87 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.20 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.83 1.81 1.78 
88 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.20 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.81 1.78 
89 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.80 1.78 
90 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.80 1.78 
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